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QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

ABSTRAK: -  Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu pengaturan
kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dibidang pengendalian menara
telekomunikasi, mengenai ketentuan pembangunan menara dan ketentuan
perizinannya bertujuan agar kebijakan yang ditempuh dalam pelaksanaannya dapat
secara maksimal mencapai daya guna dan hasil guna bagi masyarakat baik dari
ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Untuk itu Pemerintah daerah dapat
membentuk Qanun tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.
36 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun
2006; UU No.28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 52 Tahun 2000; PP No.
38Tahun 2007; QANUN ACEH No. 3 Tahun 2007; QANUN KAB.ACEH BESAR No. 3
Tahun 2008.

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek
Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan
Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi,
Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Pendaftaran,
Ketetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran,Sanksi
Administratif, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan,
Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan
Retribusi, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan
Penutup.

CATATAN: - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 31 Desember 2010.

- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan
Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan : 3 him



